GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

bahwa mengingat adanya kebutuhan yang mendesak
untuk segera dilaksanakan namun Perubahan APBD
Provinsi Kalirnantan Timur Tahun Anggaran 2014
saat ini masih dalam proses penyusunan, sehingga
perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pengeluaran  Daerah  Mendahului Penetapan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2014,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);



-0.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahar. Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Normor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dara Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lzmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45795);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 No 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);



Menetapkan :

3.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013
tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak,
MM, M.Si scebagai  Gubernur dan H.M.Mukmin
Faisyal HP, SH. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan
Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2005 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor €90);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

15. Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 9);

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78
Tahun 2013 tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 60)

b

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2014,
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Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Femerintahan Daerah Kabupaten/Kota di
wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Anggaran Pendapatan dan Beclanja Daerah Provinsi yang selanjutnya
disingkat APBD Provinsi adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.

5. Belanja bantuan keuangan adaleh salah satu jenis belanja tidak langsung
yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota.

6. Belanja bantuan keuangan Spesifik adalah Belanja Bantuan Keuangan yang
terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh
Pertanian Lapangan dan kegiatan sejenis.

7. Belanja bantuan keuangan Non $Spesifik adalah Belanja Bantuan Keuangan
selain Tambahan Penghasilan Guru, Tutor PAUD, BOSDA, Penyuluh
Pertanian Lapangan dan kegiatan sejenis.

8. Belanja adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.

9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya
disingkat P-APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan ini adalah sebagai landasan dalam penganggaran dan
pelaksanaan untuk pengeluaran daerah mendahului P-APBD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaraa 2014.

(2) ’I‘}Jjuan pengaturan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan MTQ
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur XXXVl Tahun 2014 melalui Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
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Pasal 3

Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului Penetapan P-APBD Tahun
Anggaran 2014 adalah untuk membiayai dukungan Pelaksanaan MTQ Tingkat
Provinsi Kalimantan Timur XXXVI Tahun 2014 dj Kabupaten Kutai Timur
sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) melalui Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Mei 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Mei 2014

PIt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

NIP. 19620527 198503 1 006



